Menimbang

Mengingat

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA TERTIB

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan kelancaran

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 dan untuk
melaksanakan ketentuan pada Lampiran III Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, perlu adanya
pengaturan tata tertib pelaksanaan Musrenbang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tata Tertib Musyawarah Perencaan Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021;

.Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4264) ;



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4733);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.

Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut
Musrenbang RPJMD adalah forum musyawarah antara pemangku
kepentingan untuk membahas dan menyepakati rencana RPJMD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Tugas dan Wewenang Musrenbang RPJMD 2016-2021 Kota Tidore Kepulauan
adalah :

(2) Membahas dan mengkaji rancangan awal RPJMD 2016-2021 Kota Tidore
Kepulauan yang di susun oleh tim Penyusun.

(3) Mengoreksi dan memboboti rancangan awal RPJMD 2016-2021 Kota Tidore
Kepulauan.

(4) Merumuskan rancangan akhir RPJMD tahun 2016-2021 Kota Tidore
Kepulauan

BAB III
PESERTA MUSRENBANG RPJMD 2016-2021
Pasal 3
Peserta Musrenbang RPJMD Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :
a. Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan;
c. Kepala Bapedda Provinsi Maluku Utara;

d. Kepala SKPD Kota Tidore Kepulauan;

e. Akademisi;

f. LSM/Ormas/OKP;

g. Tokoh Masyarakat;

h. Keterwakilan Perempuan;

[

Unsur Pengusaha/Investor;
j- Perbankan;

k. Kementrian/Lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
HAK PESERTA MUSRENBANG 2016-2021

Pasal 4
(1) Peserta dapat menyampaikan pendapat/usul maupun pertanyaan secara lisan
(2) Peserta memiliki hak bicara

(3) Peserta mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menyampaikan
pendapat/sumbangan pemikiran yang bersifat konstruktif tanpa tekanan dari
pihak manapun, yang penggunaannya di atur oleh pimpinan Musrenbang.



BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN MUSRENBANG 2016-2021

Pasal 5
Alat-alat kelengkapan Musrenbang terdiri dari :
a. Panitia Pelaksana;
b. Panitia Pengarah;
c. Pimpinan Musrenbang;
d. Tim Ahlj;
e. Tim Perumus Hasil Musrenbang.
Pasal 6
(1) Pimpinan Musrenbang 2016-2021 adalah BAPEDDA Kota Tidore Kepulauan
(2) Pimpinan Musrenbang mempunyai tugas :
a. Menjaga ketertiban, kelancaran dan kesuksesan Musrenbang;

b. Menjaga suasana kebersamaan selama pelaksanaan Musrenbang.
Pasal 7

Musrenbang membentuk Komisi-komisi yang terdiri dari :
a. Komis A : Pembahasan Visi, Misi 1 dan 2
b. Kmoisi B : Pembahasan Visi, Misi 3 dan 4
c. Komisi C : Pembahasan Visi, Misi 5 dan 6

Pasal 8

Tugas dan Wewenang komisi Musrenbang adalah :

1. Memusyawarakan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi
lingkup tugasnya.

2. Melaporkan hasil - hasil sidang komisi kepada peserta Musrenbang.

3. Hasil — hasil sidang Komisi yang dilaporkan akan mendapat tanggapan dan
pengesahan oleh peserta Musrenbang.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT MUSRENBANG 2016-2021

Pasal 9
Musyawarah dan rapat-rapat Musrenbang terdiri dari :

1. Rapat Komisi
2. Rapat Pleno



Pasal 10

Setiap sidang di pimpin oleh pimpinan sidang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri

dari :

a. Satu orang dari peserta;
b. Satu Orang Tim Ahli;
c. Satu Orang BAPPEDA.

Pasal 11

Pimpinan Sidang Pleno Musrenbang RPJMD 2016-2021 Kota Tidore Kepulauan
ditunjuk oleh BAPPEDA .

BAB VII
RAPAT PLENO

Pasal 12

1. Rapat Pleno pada Musrenbang RPJMD 2016-2021 Kota Tidore Kepulauan
terdiri dari :
a. Rapat pleno 1 membahas tentang :

1.
2.

W

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan,
kebijakan umum dan program pembangunan Kota Tidore Kepulauan,
indikasi rancangan program prioritas pembangunan kota Tidore
Kepulauan yang di sertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja
Kota Tidore Kepulauan.

Pemaparan materi lainya di sesuaikan dengan kebutuhan

Tanggapan peserta atas materi yang dipaparkan.

. Penjelasan panitia secara umum atau informasi penting lainnya terkait

dengan pelaksanaan diskusi kelompok Musrenbang RPJMD 2016-
2021.

. Diskusi kelompok Musrenbang untuk membahas materi rancangan

awal. RPJMD 2016-20121.

b. Rapat Pleno 2 membahas tentang :

1.
2.

Pemaparan dan penetapan hasil pembahasan komisi

Rangukuman hasil pembahasan rapat pleno 1 dan 2 Musrenbang
RPJMD 2016-2021 Kota Tidore Kepulauan di rumuskan kedalam berita
acara kesepakatan hasil Musrenbang oleh tim perumus yang telah
ditetapkan dan dipimpin oleh Kepala BAPPEDA.

. Rancangan berita acara sebagaimana terlampir.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore

Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Juni 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

e o

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 343.






